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PENERAPAN AKAD IJARAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN 
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BTM BiMU LAMPUNG DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
Oleh: 
A. ZULKARNAEN 
BTM BiMU merupakan salah satu lembaga keuangan non bank 
yang berbasis syariah, prodruk-produk transaksi yang ditawarkan menjadi solusi 
bagi masyarakat khususnya umat muslim yang ingin menghindari riba. Salah satu 
produk unggulan yang ditawarkan adalah akad ijarah. Akad ijarah menjadi solusi 
bagi masyarakat yang membutuhkan biaya sewa menyewa barang atau bangunan. 
Namun pada perkembangannya praktek lembaga keuangan syariah dinilai sinis 
oleh masyarakat bahkan masyarakat menganggap bahwa praktek lembaga 
keuangan syariah tak ubah dengan praktek konvensional. Pandangan masyarakat 
tersebut yang melatar belakangi penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah bagaimana penerapan akad ijarah pada KSPPS BTM BiMU Lampung, 
dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad ijarah pada KSPPS 
BTM BiMU Lampung, dengan bertujuan untuk mengetahui penerapan akad ijarah 
pada KSPPSBTM BiMU Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum 
Islam terhadap penerapan akad ijarah pada KSPPS  BTM BiMU Lampung. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
dengan metode penelitian deduktif induktif, teknik pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.  
Proses pembiayaan akad ijarah melalui beberapa tahap, dimana 
anggota koperasi harus mengajukan pembiayaan terlebih dahulu kepada BTM 
dengan mengisi formulir pembiayaan, kemudian pihak BTM melakukan survey 
terhadap nasabah, kemudian dilakukan analisa berkas, setelah semua memenuhi 
syarat maka pihak legal dari BTM BiMU akan memanggil nasabah untuk 
melakukan akad ijarah sesuai dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah pada Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah 
Lampung sudah menunjukkan kesesuaian dengan hukum islam. Dimana dalam 
transaksi pembiayaannya akad ijarah sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah 
yang sesuai syariat islam. BTM BiMU selaku koperasi yang berprinsip pada 
syariat Islam sudah melakukan yang terbaik bagi setiap anggota dan memberikan 
pelayanan sesuai dengan syariat Islam sehingga bisa meminimalisir tindakan yang 


















 ثَالَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ :
  رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،
  وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ
 
“Ada tiga orang yang menjadi musuhku di hari kiamat:  
Orang yang bersumpah dengan menggunakan namaku lalu menipu, orang 
yang menjual orang merdeka (bukan budak) lalu memakan hasil 
penjualannya, dan orang yang menyewa orang lain untuk dipekerjakan 
namun setelah pekerjaannya dipenuhi, ia tidak memberi upah pada 
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penulis dalam meyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini aku persembahkan teruntuk 
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Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha 
penyayang, penulis haturkan rasa syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik dan hidayah. Shalawat beriring salam penulis sanjung agungkan 
kepada suri tauladan manusia Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Penerapan Akad Ijarah pada Koperasi 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM BiMU Lampung dalam 
Prespektif Hukum Islam. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lembaga keuangan syariah non bank 
yang memiliki pekembangan yang sangat pesat, salah satunya adalah KSPPS. 
KSPPS menganut asas syariah, dimana semua transaksi yang dilakukan berprinsip 
pada syariah. Setiap transaksi dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah 
terpenuhi sesuai syariah, jika tidak sesuai maka transaksi dianggap tidak sah atau 
batal, jadi kedudukan akad sangatlah penting dalam setiap transaksi. 
BTM BiMu Lampung merupakan salah satu koperasi simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah yang ikut serta menjalankan syariat Islam dengan 
menawarkan produk-produk pembiayaan syariah kepada anggota atau 
nasabahnya. Salah satu produknya yaitu akad ijarah. Ijarah diperuntukkan untuk 
memfasilitasi  anggota atau nasabahnya yang terkendala dalam pembayaran biaya 
sewa. BTM BiMu lampung membantu dengan mengeluarkan dana pembayaran 
sewa dan nasabah mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau 
jatuh tempo sesuai kesepakatan. 
Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar sarjana (SI) di Fakultas Syariah 
jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini disusun dengan sebaik 
mungkin dan dengan segala daya upaya guna meyelesaikannya. Namun, tanpa 
bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk 
itu penulis mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada bapak Dr. 
Khairuddin Tahmid, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah, bapak........ selaku ketua 
jurusan Perbankan Syariah yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan 
mengkaji permasalahan ini. Bapak Drs.Iskandar Syukur,MA selaku pembimbing I 
dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh,S.Ag.M.si selaku pembimbing II, yang telah 
banyak membantu dengan meluangan waktu dan tenaganya demi mengarahkan 
dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Kepada seluruh staf 
BTM BiMu Lampung terimakasih telah membantu dan memberi informasi yang 
penulis butuhkan. 
Terimakasih kepada semua pihak yang telah turut andil dalam kelancaran 
skripsi ini. Pada akhirnya saya selaku penulis dengan senang hati menerima kritik 
dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini agar dapat lebih bermanfaat. 
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A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan dan memahami judul 
skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata dan istilah 
yang dianggap penting, yaitu: Penerapan Akad Ijarah Pada Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM BiMU Lampung dalam 
Prespektif Hukum Islam. 
1. Penerapan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah 
perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat 
bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, 
metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 
kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 
telah terencana dan tersusun sebelumnya.
1
 
2. Akad adalah ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara 
nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu sisi atau dari dua sisi. 
Sedangkan M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi, akad secara 
bahasa adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat 
salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian 




                                                 
1 Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka. KBBI. Edisi III( Jakarta, 2005), 
2 Dr. Muhammad Firdaus NH, dkk, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah.  Cet 1, 





3. Ijarah adalah penjualan manfaat atau salah satu bentuk aktivitas antara dua 
belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling 
meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang 
dianjurkan agama. 
4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil 
Muhammadiyah BTM BiMU Lampung adalah lembaga keuangan mikro 
yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari‟ah.
3
 Prinsip syari‟ah 
artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syari‟at 
Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan Amal 
Usaha Ekonomi Muhammadiyah Wilayah Lampung. Dan dalam hal ini 
manajemen mamiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan 
5. Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah fiqh Islam yang dapat 
diartikan koleksi daya upaya para fuqoha dalam menetapkan Syariat Islam 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Dari penjelasan beberapa kata tersebut, maka dengan rangkaian kata judul 
dimaksudkan adalah bagaimana praktik penerapan akad ijarah pada KSPPS BTM 





                                                 
3Syafrudin Anhar, Panduan dan Pedoman Cara Pendirian Baitut Tamwil 





B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah: 
1. Alasan Objektif 
a. Adanya kecendrungan dalam pembiayaan pada setiap koperasi yang 
berbau riba, yang tidak menggunakan landasan yang benar dan 
menyalahi syariat. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana Islam 
memandang akad ijarah ini serta bagaimana penerapan yang benar 
yang sesuai dengan syariat Islam. 
b. KSPPS BTM BiMU Lampung sebagai salah satu koperasi syariah 
yang didalamnya menggunakan akad ijarah, dimana banyak pandangan 
masyarakat yang menganggap sebelah mata terhadap koperasi syariah 
tentang sistem bagi hasil yang dianggap tak ubah dengan bank 
konvensional, sehingga perlu dikaji lebih dalam bagaimana 
penerapannya dalam koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah 
Lampung.  
2. Alasan Subjektif 
a. Sumber data mengenai masalah yang dibahas cukup tersedia di 
perpustakaan, sehingga penulis yakin dapat menyelesaikan 
pembahasan ini. 
b. Sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis jalani saat ini yaitu di 
Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 





c. Pokok permasalahan yg di utang di dalam penulisan ini sangat relevan 
dengan bidang keilmuan yg penulis tekuni di Universitas Islam Negri 
Raden Intan Lampung khususnya di fakultas Syari‟ah jurusan 
Muamalah. 
d. Terdapat referensi yg mendukung penulis ini, sehingga penulis 
terinspirasi oleh referensi-referensi tersebut untuk menulis skripsi ini 
begitu pula terbantu dalam penulisannya 
C. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama dan jalan hidup yang berlandaskan firman Allah yang 
termaktub dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rosulullah SAW. Setiap orang Islam 
berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh kehidupannya sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Al-Qur‟an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam 
hendaknya memperhatikan tiap langkah kehidupannya untuk membedakan antara 
yang benar (halal) dan yang salah (haram). Prinsip-prinsip ini adalah kebutuhan 
dan kepentingan pengenalannya dengan hukum Islam (Syari‟ah).
4
  
Manusia sebagai mahluk hidup tentu saja memiliki hajat maupun kebutuhan 
yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup mereka itu sendiri, oleh karena 
itu mereka dituntut untuk mencari nafkah maupun harta guna terpenuhinya 
kebutuhan mereka tersebut, namun dalam mencari nafkah maupun harta tersebut 
mereka diwajibkan menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Salah 
satu bentuk aturan hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat adalah 
                                                 
4A. Rahman I, Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari‟ah), Raja Grafindo 





aturan hukum mengenai akad dalam transaksi ekonomi syariah.  Aturan ini 
merfungsi untuk tetap menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat, sehingga 
masyarakat dalam melakukan transaksi tetap dalam hal-hal yang sesuai dengan 
syariat.  
Pada umumnya dalam pemenuhan hajat hidup manusia, manusia diharuskan 
untuk bekerja, baik bekerja sendiri-sendiri maupun menjalin kemitraan dengan 
manusia lainnya atau yang biasa disebut dengan istilah kerjasama. Bagi 
masyarakat modern, kerjasama dalam bidang ekonomi sudah sangat berkembang, 
bukan saja dalam ragam kegiatannya, tetapi juga jangkauan ruang lingkupnya. 
Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja pada setiap lapangan kegiatan 
ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, industri dan lain-lain, di samping 
jaringan antar lapangan ekonomi, antar kelompok, antar organisasi, antar daerah, 
bahkan dalam lingkup internasional.
5
 Salah satu kerjasama yang banyak dilakukan 
masyarakat adalah dalam bidang ekonomi, dalam kehidupan ini terbagi dua 
golongan masyarakat yaitu masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang 
kekurangan dana.   
Salah satu bidang ekonomi yang sedang berkembang adalah bidang jasa 
keuangan. Maka  muncullah lembaga keuangan bank maupun non-bank sebagai 
lembaga intermediasi antara dua golongan dua masyarakat tersebut agar 
keseimbangan dapat terjadi dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Di 
Indonesia telah banyak lembaga keuangan bank maupun non bank baik yang 
                                                 






konvensional maupun yang syari‟ah yang menyediakan jasa pembiayaan demi 
terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 
Perbedaan yang mendasar diantara lembaga keuangan konvensional dan 
syari‟ah ini adalah penggunaan sistem bunga yang merupakan riba di lembaga 
keuangan konvensional dan penggnaan sistem bagi hasil pada keuangan syari‟ah.  
Di Indonesia ada salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam 
bidang jasa keuangan yaitu koperasi.  
Seiring perkembangannya kini koperasi telah menjalankan prinsip ekonomi 
Syari‟ah. Koperasi yang menganut asas syariah dimana semua transaksi dilakukan 
harus sesuai dengan prinsip syariah, yakni setiap transaksi dinilai sah apabila 
transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, jika rukun dan syarat 
tidak terpenuhi maka transaksi diangap batal atau tidak sah. Kedudukan akad 
sangatlah penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Begitu pula dalam 
koperasi yang berasakan syariah harus menjalankan prosedur transaksi sesuai 
dengan syariat karna ini merupakan pondasi dalam penerapan ekonomi Islam. 
Namun, apakah pada prakteknya koperasi syariah telah konsisten dalam 
mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah? Timbulnya pertanyaan tersebut 
karena dalam masyarakat dalam menilai lembaga keuangan syariah khususnya 
koperasi syariah ada yang bersikap sinis dan menganggap bahwa praktek koperasi 
syariah tak ubah dengan praktek konvensional.  
BTM BiMU Lampung adalah salah satu Koperasi yang menjalankan prinsip 
ekonomi Syari‟ah yang memiliki beberapa jenis produk pembiayaan yang 





dan Ijarah. kelima produk ini membantu anggotanya yang mempunyai kesulitan 
pada modal usaha, pembayaran hutang, pembelian barang dan penyewaan jasa, 
dimana target utama dari KSPPS ini adalah orang-orang pasar disekitar wilayah 
Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu dan Gisting.  
Kelima produk pembiayaan di atas, penulis tertarik pada produk  pembiayaan 
Ijarah. Pembiayaan ijarah merupakan akad untuk menjual manfaat yang 
dilakukan seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari‟at 
Islam. Ijarah juga merupakan salah satu kegiatan pemindahan hak guna atas 
barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri. 
KSPPS BTM BiMU Lampung sebagai salah satu lembaga keuangan yang 
menggunakan akad ijarah dengan memberi pelayanan jasa kepada anggotanya 
baik berupa penyewaan jasa kendaraan, sewa rumah, sewa lapak, sewa toko dan 
lain sebagainya. KSPPS sebagai lembaga keuangan syari‟ah dengan produk 
pembiayaan ini mengambil biaya sewa atau upah yang disebut dengan Ujroh. 
Ujroh tersebut dapat dibayar setiap bulan dengan ketentuan akad yang sudah 
disepakati saat akad berlangsung. Dalam prakteknya KSPPS BTM terlebih dahulu 
membeli asset, kemudian  BTM menyewakan asset tersebut kepada  penyewa 
(mustajir) dan mengambil ujrah (upah) yang disepakati dari proses transaksi 
tersebut. Dalam perjanjian ini anggota selaku penyewa diberikan jangka waktu 
hingga berakhirnya masa kontrak yang telah disepakati. 
Berdasarkan hal di atas penulis akan memfokuskan penelitian ini pada produk 





(skripsi) yang berjudul : “PENERAPAN AKAD IJARAH PADA KOPERASI 
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BTM BiMU 
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.   
 
D. Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar balakang masalah diatas yang menjadi pokok 
permasalahan adalah: 
1. Bagaimana penerapan akad ijarah pada KSPPS BTM BiMU Lampung ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad ijarah pada 
KSPPS BTM BiMU Lampung? 
E. Tujuan Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan akad ijarah pada KSPPSBTM BiMU 
Lampung. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad 
ijarah pada KSPPS  BTM BiMU Lampung. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendasar 
dengan mengangkat data-data yang terdapat di Baitut Tamwil Muhammadiyah 





 b. Sifat penelitian 
Adapun penelitian ini bersifat pemaparan kualitatif yaitu menguraikan 
dengan pola pikir induktif atau deduktif. 
 
1) Deduktif  
Deduktif adalah menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum 
menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau 
rasio.
6
 Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada 
saat penulis mengumpulkan data-data dari perpustakaan secara umum, 
dari berbagai buku-buku, Hadits, Al-Qur‟an, dan sebagainya, tentang 
suatu konsep, teori atau pendapat, kemudian diambil suatu kesimpulan 
secara khusus. 
2) Metode Induktif  
Metode Induktif adalah cara berpikir berangkat dari fakta-fakta, 
peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan 
konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai 
sifat umum. 
Maksud dari metode ini yaitu menganalisa data-data yang ada dari lapangan 
baik berupa fakta-fakta, peristiwa atau kasus konkrit yang benar-benar terjadi. 
2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berdasarkan dua cara yaitu: 
                                                 






a. Wawancara  
Yaitu dengan bertanya langsung kepada subjek atau orang yang 
memiliki informasi yang dapat dimintai keterangan terkait penelitian. 
b. Dokumentasi 
Yaitu dengan membuka dokumen-dokumen yang berasal dari tempat 
penelitian, misal berkas-berkas atau buku-buku yang di dalamnya 
terkait dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian.  
3. Populasi dan sampel 
a. populasi penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
b. Sampel penelitian 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu penelitian. 
4. Metode Analisis Data dan Pengolahan Data 
a. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 
dalam pola kategori dan satuan dasar sehingga dapat dikategorikan, 
data yang terkumpul terdiri dari catatan-catatan lapangan dan 






Analisis data dalam hal ini adalah menguraikan, mengelompokkan 
dan memberikan kode serta mengkategorikannya. 
b. Mengingat bahwa sumber data berupa literatur yang bersumber dari, 
Buku, Tafsir Hadits, Kitab Fiqh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
maka data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan 
sebagai berikut:  
a) Pemeriksaan Data 
Pemeriksaan data adalah proses pemeriksaan untuk mengetahui 
apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisian data yang 
mungkin kurang lengkap, kurang jelas, atau sudah benar dan sesuai 
dengan masalah yang ada, dengan mengkaji ulang kata-kata dan kalimat 
yang digunakan dari awal penyusunan dengan pokok permasalahan agar 
tidak terjadinya kekeliruan. 
b) Sistematisasi Data 
Sistematisasi data adalah melaporkan secara sistematis data yang 
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A. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah  
1. Pengertian Akad Ijarah 
Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu ( Ganti). 
Menurut pengertian syara‟ al-ijarah adalah suatu jenis akad mengambil 
manfaat dengan jalan mengganti. Ijarah juga merupakan salah satu 
kegiatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 
upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 
sendiri.
9
 Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ijarah adalah sewa 
barang dlam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarah dapat juga 
diartikan dengan lease contract dan juga hire contract karena itu, ijarah 
dlam konteks perbankan syariah adalah suatu lease contract . lease 
contract  adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan baik 
dalam bentuk sebuah bangunan, maupun barang-barang seperti mesin, 
pesawat terbang, dan lainnya.
10
 
Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi‟i, berpendapat 
bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau 
menerangkan rukun dan syarat mengupah, yaitu mu‟jir dan musta‟fir (yang 
memberi upah dan menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki 
sebagai penerjemah karya Sayyid Sabiq makna dengan sewa menyewa. 
                                                 
9 Khotibul umam, perbankan syariah, (Jakarta:PT.Grafindo Persada, 2016), h.122 





Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari 
bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada 
perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, 
seperti “ Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal 
selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para 
karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam 
seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut Ijarah. 
Sedangkan menurut istilah, Para Ulama berbeda-beda mendefinisikan 
ijarah, antara lain adalah se bagai berikut: 
a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah: 
َٕ َيٍح َيْقظُ  ُْفََعِح َيْعهُ ُْٛك َي هِ ًْ ُْٛذ ذَ ٍَ اْنعَ ُعْقٌذ ُٚفِ ْسرَؤ ِجشَ ْٕ َد ٍج ِي ًُ ٍِ اْن ْٕ عِ ْٛ ِج تَِع  
“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 
disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan”. 
 
b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah: 
ُْفََعِد االَ  َٛحُ انرََّعا قُِذ َعهَٗ َي ًِ ٌِ ذَْس ْٕ الَ قُ ًْ تَْعِغ انَ َٔ  َّٗ َد ِي  
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi 
dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan” 
 
c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umariah Bahwa yang 
dimaksud dengan Ijarah ialah: 
ُْفََعٍح يَ  ْػًعاَعْقٌذ َعهَٗ َي َٔ ِع  َٕ اإِِلتَاَحِح تِِع َٔ َدٍج قَاتِهَحٌ نِْهثَْز ِل  ْٕ َيٍح َيْقُظ ْٕ ْعهُ  
“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan 






d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud 
dengan Ijarah adalah: 
طٍ  ْٔ ٍع تُِشُش َٕ ُْفََعٍح تِِع ُْٛك َي هِ ًْ  ذَ
“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”. 
e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian. 
f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa Ijarah ialah: 
ُْٛكَٓا  هِ ًْ ْٖ ذَ َدٍج أَ ْٔ ٍج َيْحُذ ذَّ ًُ ِء تِ ْٙ ُْفََغٍح انثَّ ثَا َدنٍَحَعهَٗ َي ًُ َعحٌ ْان ْٕ ُػ ْٕ َعْقٌذ َي
َُافِعِ  ًَ ُْٛغ اْن َٙ تَ ِٓ ٍع فَ َٕ  تِِع
“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, 
yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat” 
 
g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat 
tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat 
tertentu. 
Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa 
Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan 










Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah atau istilah teknisnya 
adalah penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam 
bentuk pembiayaan. Piutang, penyertaan modal, surat berharga,dan 
lainnya.  Menurut UU No. 10 tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 12 dijelaskan 
bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang 
atau tagihan , yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank an pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersevut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  
pembiayaan iajarah adalah pembiayan yang diberikan oleh lembaga 
keuangan syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah 
dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.  
3. Dasar Hukum Ijarah 
Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan Syari‟at yang berlaku, akan 
memberikan jalan kebenaran (Minhaj) sekaligus batasan larangan 
(Hudud), sehingga mampu membedakan antara halal dan haram. Karena 
itu pengembangan Hukum Bisnis Syari‟ah merupakan alternatif baru yang 
bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari 




                                                 






Dalam kehidupan ini, pada hakikatnya hanya terdapat dua sistem hukum, 
yaitu hukum Allah (Syariat) dan Hukum Jahiliyah. Termasuk hukum Allah 
adalah semua hukum yang F menyandarkan pada Al-Qur‟an dan Sunnah 
sebagai sumber hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu 
pula sebaliknya, hukum jahiliyah adalah hukum yang selalu mengabaikan 
keberadaan kedua sumber hukum tersebut. 
Dalam Islam istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang 
tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah 
syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa 
makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti. Istilah syairah mempunya 
akar yang kuat dalam Al-Qur‟an : 
 ٌَ ْٕ ًُ ٍَ اَلَْٚعهَ ْٚ اَءنَِّز َٕ ْ َل ذَرَّثِْع أَ َٔ ٍَ أْْلَْيِشفَؤذَّثِْعَٓا َْٚعٍحيِّ  ثُىَّ َجَعْهََُك َعهَٗ َشِش
Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu Syari‟at (peraturan) 
dari urusan (Agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti 
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS. Al-Jatsiyah 45:18). 
 
Imam Ali pernah mengatakan “hukum dahulu, baru berbisnis” karena 
memang Islam memiliki ketentuan hukum, peraturan, perundang-undangan, 
dan tata krama, bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim 
untuk memahami bagaimana transaksi agar tidak terjerumus dalam jurang 
keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan, oleh karena itu etika 




                                                 





Maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian seperti akad dan 
ijarah itu sendiri. Menurut bahasa Akad mempunyai beberapa arti, antara lain: 
a. Mengikat, )ُْتط  : yaitu) انشَّ
ا تِاْْلََخِشَحرَّٗ َٚرَِّظََل  ًَ َُٚشذُّ أََحُذُْ َٔ  ٍِ ْٛ ْٙ َحةءنَ َع طَش فَ ًْ اِحَذجٍ َج َٔ فَُِٛظْثَحاَكقِْطَعٍح   
“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang 
lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong 
benda” 
 
b. Sambungan, )ٌَعْقَذج(yaitu : 
ا ًَ ثَّقُُٓ َٕ ُٚ َٔ ا  ًَ ِسُكُٓ ًْ ُٚ ْٖ ِطُم انَِّز ْٕ ًَ  اَْن
“sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya” 
 
c. Janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an : 
 ِِ ِْٓذ ٰفٗ تَِع ْٔ ٍْ اَ ٍَ )ال عًشاٌ : تَٰهٗ َي ْٛ رَّقِ ًُ ٌَّ هللاَ ُِٚحةُّ ان اذَّقَٗ فَإِ َٔ۶۷)  
Ya, Siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya 
Allah mengasihi orang-orang yang taqwa (QS Ali Imran:76). 
 
ِد )اايآءدج : ْٕ اتانُعقُ ْٕ فُ ْٔ اأَ ْٕ ٍَ اََيُُ ْٚ ( ۶۷َٚآاََُّٚٓاانَِّز  
 
Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu (QS Al-Maidah: 
67) 
 
Istilah ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu kepada pernyataan seseorang 
untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak 
ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang 
tidak memerlukan persetujuan orang lain, baik setuju maupun tidak, tidak 





dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang 
membuatnya. 
Perkataan aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila 
seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji 
tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji 
(Ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan 
yang lain disebut perikatan (aqad). 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap aqdi (persetujuan) 
mencakup tiga tahap, yaitu: 
a. Perjanjian (ahdu) 
b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan 
c. Perikatan (aqdu). 
Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah ; 
 ْٗ ٍع ُٚثَثَُّد اْنثََشاِػ ْٔ ِّ َيْشُش ْج َٔ ٍل َعهَٗ  ْٕ َْٚجاِب تِقَثُ  اِْسذِثَاطُ اإْلِ
“perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan 
keridhaan kedua belah pihak” 
ِع  ْٕ ًُ اِحُذانقَاِعُى َيْج َٕ اْنَكََل ُو اْن َّٔ َخِشاَ
ِل اْْلٰ ْٕ ٍِ َيَع قَثُ ْٛ َْٚجاِب أََحِذانطَّْشفَ ا
ا ًَ  َيقَاَيُٓ
“berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan 
seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak” 
 ْٕ َعاَٚقُ ِل إِدَّ ْٕ اْنقُْث َٔ َْٚجاِب  ِع ا ْٕ ًُ ِّٙ َيْج ًِ ْسذِثَاِط اْنُحْك اَيَع َرنَِك ااْلِ ًَ ُو َيقَاَيُٓ  
“terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukan 
adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum” 





“ikatan atas bagian-bagian tasharuf menurut syara‟ dengan cara serah 
terima” 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian di 
dalamnya terdapat persetujuan antara pihak yang berjanji sehingga mengikat 
antara keduanya atau pula disebut perikatan.   
Mengenai hukum akad ijarah, semua ahli fiqh sepakat bahwa ijarah 
disyariatkan dalam Islam. Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-
Qur‟an, Al-Sunnah dan Al-Ijma‟. 
a. Al-Qur‟an 
Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur‟an Surat Al-Thalaq:6 dan surat Al-
Qhashash:26 adalah: 
ٍَّ )انطَل ق :  َسُْ ْٕ ٍَّ أُُج ُْ ْٔ ٍَ نَُكْى فَؤْجُ ٌْ أَْسَػْع ِ (۷فَإ  
“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” 
(Al-Thalaq:6). 
 ُّ٘ ِٕ ٍْ اِْسرَؤَْجْشَخ اْنقَ َْٛشَي ٌَّ َخ اَٚآَء تَِد اْسرَؤِْجْشُِ إِ ًَ ٍُ قَانَْد إِْحَذُْ ْٛ اْلَِي
(۶۷)انظض :  
“Salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai bapakku, ambillah dia 
sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja 




Adapun hukum Ijarah dalam Al-Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majjah adalah : 





“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” 
(HR Ibnu Majjah). 
Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi: 
ا َو أَْجَشُِ )سٔاِ انثخاسٖ ٔيسهى( اْعِط انَُحجَّ َٔ  اِْحرَِجْى 
”Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada 
tukang bekam itu” (HR Bukhari dan Muslim) 
Adapun Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud 
yang berbunyi: 
ْسِع فَََُٓٗ َسُسُٕل هللاِ  ٍَ انزَّ افِٗ ِي َٕ اَعهَٗ انسَّ ًَ ُكَُّاَُْكِشٖ ْلَْسَع تِ
َسٍق )سٔاِ احًذ ٔاتٕدأد( َٔ ْٔ َاتَِزٍَْة اَ اََيَش َٔ  ص و َرنَِك 
“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman 
yang tumbuh. Lalu Rasululllah melarang kami ccara itu dan memerintahkan 
kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”(HR Imam Ahmad 
dan Abu dawud). 
 
Kaidah Fiqh tentang Akad Ijarah ini “ Pada dasarnya, semua bentuk 
Muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 
 
c. Ijma‟ 
Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah dibolehkan 
sebab bermanfaat bagi manusia. Landasan Ijma‟nya ialah semua umat 
bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan 
(Ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda 





Uraian di atas menjelaskan bahwa sewa menyewa dalam hukum Islam 
diperbolehkan, karna ijarah merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang 
dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia 
berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah 
ditentukan dalam syariat islam. Jadi, akad Ijarah ini hukumnya mubah atau 
boleh dilakukan dengan aturan-aturan sesuai dengan Syari‟at Islam.  
B. Rukun Dan Syarat Ijarah 
Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut: 
1. Rukun Ijarah  
Adapun Rukun Ijarah menurut jumhur ulama ada empat yaitu : 
a) Adanya Sighat, Yaitu Ijab Qobul, berupa pernyataan dari kedua 
belah pihak yang berakad ( berkontrak) baik secara verbal maupun 
dalam bentuk lain. Sewa menyewa ini terjadi dan sah apabila ijab 
dan qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan 
lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan  antara kedua belah 
pihak dalam melakukan sewa menyewa.
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b) Muta‟aqidain (Adanya dua pihak melakukan transaksi), Yaitu 
orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. 
c) Ma‟qud „alaih (Adanya manfaat yang ditransaksikan) 
d) Adanya Upah yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai 
kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. 
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2. Syarat Ijarah 
a) Mu‟jir dan Musta‟fir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah. Mu‟jir adalah yang memberikan 
upah dan yang menyewakan, Musta‟fir adalah orang yang 
menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa 
sesuatu, disyaratkan pada mu‟jir dan musta‟fir adalah baligh, 
berakal, cakap, melakukan thasarruf (mengendalikan harta), dan 
saling meridhai. 
 Allah Swt. Berfirman : 
 ٌْ أَ َُُْٛكْى تِاْنثَاِطِم إاِلَّ انَُكْى تَ َٕ اأَْي ْٕ ااَلذَؤُْكهُ ْٕ َُْٚا أََيُُ َٚاَأَُُّٚٓااَّنِز
ُُْكْى )انُساء  ٍْ ذََشاٍع ِي ٌَ ذَِجاَسجًَع ْٕ ( ۶۲:ذَُك  
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara 
suka sama suka”(QR Al-Nisa: 29). 
 
Bagi orang yang berakad ijarah juga diisyaratkan mengetahui 
manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat 
mencegah terjadinya perselisihan. 
b) Shighat ijab kabul antara mu‟jir dan musta‟fir, ijab kabul sewa-
menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa 
misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5000, 
maka musta‟fir menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan 
harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya 





dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5000, kemudian musta‟fir 
menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa 
yang engkau ucapkan”. 
c) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak 
baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 
d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu 
yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang 
yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini: 
1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 
upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja 
berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa). 
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara mubah (boleh) 
menurut Syara‟ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga 
waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 
Adapun menurut fatwa DSN tahun 2000 NO: 09/DSNMUI/IV/2000  




a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ataujasa. 
                                                 






b. Manfaat barang atau jasaharusbisadinilai dan dapatdilaksanakan 
dalam kontrak. 
c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan 
(tidakdiharamkan). 
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 
dengansyari‟ah. 
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 
sengketa. 
f. Spesifikasi manfaat hares dinyatakan dengan jelas, termasukjangka 
waktunya. Bisa jugadikenali dengan spesifikasi atauidentifikasi fisik. 
g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah 
kepada KSPPS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yangadapt 
dijadikan harga dalam jual beli adapt pula dijadikan sewaatau upah 
dalam Ijarah. 
h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat laindari 
jenis yang samadengan obyek kontrak. 
i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah 
dapatdiwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
Dan adapun Kewajiban KSPPS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 
adalah sebagai berikut : 
a. Kewajiban KSPPS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 





2) Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 
b. Kewajiban Anggota Sebagai Penyewa : 
1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untukmenjaga 
keutuhan barang sertamenggunakannya sesuaikontrak. 
2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnyaringan (tidak 
Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau 
jasamateriil). 
3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 




C. Prinsip Pembiayaan Ijarah  
Menurut peraturan BApepam-LK NO. PER-03/BL/2007 tentang 
kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian 
pembiayaan syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang 
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran 
sesuuai dengan prinsip syari‟ah.  
Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad 
ijarah untuk transaksi sewa menyewa berlaku persyaratan sebagai berikut. 
                                                 





a. KSPPS dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang 
telah dimiliki KSPPS atau barang yang diperoleh dengan menyewa 
dari pihak lain untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan. 
b. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan di identifikasi 
secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayran sewa 
dan jangka waktunya  
c. KSPPS wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan 
kualitas maupun kuantitas barang serta ketepatan waktu penyediaan 
barang  sewa sesuai kesepakatan 
d. KSPPS wajib menanggung biaya pemeliharaan barang atau aset sewa 
yang sifatnya materil dan struktural sesuai dengan kesepakatan 
e. KSPPS dapat mewakilkan kepada Anggota untuk mencarikan barang 
yang akan disewa oleh Anggota 
f. Anggota wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang 
sewa, dan menanggung biaya pemeliaharaan barang sesuai dengan 
kesepakatan 
g. Anggota tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang 
terjadi bukan karena pelanggaran peerjanjian atau kelalaian Anggota.
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1. Konsep Pembiayaan Ijarah Pada Peraturan Ekonomi Islam Indonesia 
 Menurut fatwa dewan syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/200, ijarah 
adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 
                                                 
16Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2 CD005, tentang akad 






dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian adalam 
akad ijarah tidak ada pemindahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak 
guna dari yang menyewakan kepada penyewa. 
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Mayoritas produk pembiayaan dilembaga keuangan syariah saat ini masih 
fokus pada produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan murabahah 
sebenrnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Yang 
membedakannya pada obyek transaksi adlah barang. Sedangkan pembiayaan 
ijarah obyeknya adalah jasa maupun manfaat. 
18
  
Lembaga keuangan menyewakan syariah menyewakan suatu aset yang 
telah dibeli atau disewa untuk nasabahnya dalam jangka waktu tertentu dan 
jumlah sewa dengan penambahan ujrah yang telah disepakati bersama, pada 
awal transaksiakad ijarah tersebut.  
Dengan semakin berkembangnya perekonomian syariah suatu negara, 
semakin meningkat permintaan atau kebutuhan masyarakat. Dalam 
memenuhi hal tersebut, maka pemerintah hukum dan lembaga terkait 
keuangan syariah mempunyai peranan pentingdan strategis dalam mengatur 
operasional dan tata kerja lembaga keuangan syariah nasional, agar tidak 
terjadi penyimpangan manajemen dalam usaha, termsuk dalam kaitannya 
dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. 
Berikut beberapa peraturan pembiayaan akad ijarah: 
                                                 
17 Muhammad, manajemen pembiayaan bank syariah (yogyakarta: UPP AMD YKPN) h, 147-148 






1. Kementrian KUKM, Standar operasional prosedur KJKS-UJKS 
2. Kementrian Agama‟ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL” 
Berikut ini adalah ketentuan objek dan kewajiban LKS dan nasabah 
dalama apembiayaan ijarah di dalam fatwa dewan syariah nasional 
1) No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayan multi jasa19 
2) No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah20 
a. Ketentuan Objek Ijarah 
1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa 
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 
dalam kontrak 
3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak Haram) 
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syariah 
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik  
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka 
waktunya 
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah pada LKS sebagai pembayaran manfaat. 
b. Kewajiban LKS dan Nasbah 
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat 
a) Menyewakan barang atau jasa 
                                                 






b) Menanggung pemeliharaan barang 
c) Menjamin apabila terdapat cacat pada barang yang disewakan 
2)  Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa 
a) Membayar sewa atau upah dan bertanggungjawab atas barang 
yang disewa 
b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang bersifat ringan 
2.Mekanisme Akad Ijarah 
a. Hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, yaitu 
memperoleh pembayaran sewa dan biaya lainnya dari penyewa  
dan mengakhiri akad ijarah dan menarik objek ijarah apabila 
penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan. 
b. Kewajiban perusahaan membiayai sebagai pemberi sewa antara 
lain: menyediakan objek yah disewakan, menanggung biaya 
pemeliharaan objek yang ijarah, menjamin objek yang disewakan 
todak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik. 
c. Hak penyewa, antara lain: menerima objek ijarah dalam keadaan 
baik dan siap dioperasikan, menggunakan objek ijarah yang 
disewakan sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan.
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D. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 
Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak 
membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah 
                                                 





merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan 
fasakh. 
Ijarah akan menaji batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut : 
1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 
penyewa  
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 
sebagainya 
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahitkan 
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 
ditentukan dan selesainya pekerjaan 
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh Ijarah dari salah satu pihak, seperti 
yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 
mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. 
Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah 
berakhir, maka pihak menyewa berkewajiban untuk mengembalikan 
barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan). 
Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa-menyewanya 
adalah sebagai berikut: 
1. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang 





kepada pihak menyewakan/pemilik, misalnya sewa menyewa 
kendaraan. 
2. Apabila obyek sewa-menyewanya dikualifikasikan sebagai barang 
tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya 
kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya 
tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian 
sewa-menyewa rumah. 
3. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang 
berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah 
kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya. 
Dapat ditambahkan bahwa menurut mazhab Hambali : “Manakala 
Ijarah” telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak 
ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahterimakannya, seperti 
barang titipan, karena ia merupakan akad yang yang tidak menuntut 
jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan atau 
menyerahterimakannya.  
Pendapat mazhab Hambali di atas dapat diterima, sebab dengan 
berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-
menyewa , maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah 
diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu 
perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan 









E. Macam dan jenis Ijarah 
Ijarah ada dua macam yaitu: 
1. Ijarah atas manfaat (sewa-menyewa) 
Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seprti, 
rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, 
pakaian dan perhiasan untuk dipakai. 
 
2. Ijarah atas pekerjaan(upah-mengupah) 
Ijarah atas pekerjaan adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu 
perbuatan tertentu. Misalnya, membangun ruah, menjahit pakain dan 
lainnya. Ornag yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga 
kerja. Ajir ada dua yaitu: 
a. Ajir khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk msa 
tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain 
orang yang telah mempekerjakannya. Contoh: orang yang bekerja 
sebagai asisten rumah tangga pada orang tertentu. 
b. Ajir mustarak yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang. 
Sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. 
Contohnya: tukang jahit, notaris, pengacara dan sebagainya.
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